SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa fasilitas Rumah Dinas Daerah beserta
perlengkapannya yang telah disediakan Pemerintah
Daerah sebagai bagian dari tunjangan kesejahteraan
bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas,
dikembalikan dan tidak digunakan sejak tanggal 1
Januari 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2008 Nomor 93);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 29
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa
uang sewa rumah, biaya listrik, biaya PDAM,
biaya televisi berlangganan/parabola, perabot
rumah tangga, dan biaya pemeliharaan
seperlunya yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas harus memperhatikan asas
kepatutan, asas kewajaran dan asas rasionalitas.



Pasal 3

Pembayaran tunjangan perumahan dibebankan pada
DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

Tata cara pembayaran tunjangan perumahan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunung Mas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pasal 5

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan per

bulan adalah sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah);

b. Wakil Ketua sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta
Rupiah); dan

c. Anggota sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

—_—

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 270



